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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penyajian data dan temuan-temuan dilapangan yang 

diperoleh, maka akan ditarik kesimpulan bahwa implementasi undang-undang 

nomor tahun 2014 tentang aparratur sipil Negara dalam praktik penyelenggaraan 

pemilu di kabupaten bima belumlah seoptimal mungkin, hal ini dikarenakan 

beberapa faktor anatara lain:  

1. Tujuan adanya undang-undnag nomor tahun 2014 tentang aparatur sipil 

Negara sudah sangatlah pas untuk meningkatkan kedisiiplinan aparatur 

sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsiinya sebagai abdi Negara, 

namun dalam pengimplementasian amanat undang-undang apabila dilihat 

dari penerapannya sebagai lembaga pelaksana belum sepenuhnya 

maksimal, karena masih kuatnya intervensi politik dan ambigiusitas 

aparatur sipil negera tehadap karier dan jabatan sehingga memungkinkan 

pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara tetaplah terjadi dikabupaten 

bima 

2. Pemahaman dari aparatur sipil Negara di Kabupaten Bima mengenai 

undan-undnag nomor 5 tahun 2014 tntang aparatur sipil Negara masih 

kurang, dikarenakan kurang pedulinya untuk membaca dan memahami 

bagaimana tugas dan fungsinya dank ode etiknya sebagai aparatur sipil 

Negara. 
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3. Dalam hal meminimalisir agar tidak terjadinya pelanggaran pemilu yang 

diilakukan oleh aparatur sipil negara, pemerintah kabupaten bima telah 

mengeluarkan surat keputusan Nomor. 863/172/07.2 tahun 2020 tentang 

Netralitas ASN dalam pelaksaanaan Pemilihan Kepala Daerah untuk tidak 

berpihak kepada salah satu pasangan calon, untuk menjaga integritas, 

profesionalitas dan netralitas ASN demi terwujudnya  pilkada yang 

demokratis. Namun hal demikian dirasa masih kurang Karena sifatnya 

belum menyeluruh. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diiatas, maka penuls mengajukan beberapa saran 

yng dapat membantu lembaga pelaksana seperi aparatur sipil Negara itu sendiri 

dan abdan kepegawaian daerah sebagai lembaga yang meningkatkat kualitas 

pegawai terkait  undang-undang nomor5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara 

dalam praktik penyelenggaraan pemilu anatara lain adalah: 

a. Aparatur Sipil Negara 

Untuk apaatur sipil Negara harus lebih lagi meningkatkan: 

1. Kesadaran dan tanggung jawab aparatur sipil Negara sebagai abdi Negara, 

yang melayani masayarakat secara adil dan merata haruslah ditanamkan, 

sehingga terciptalah kualitas pegawai sesuai dengan pencapaian sistem 

kerja. 

2. Kepedulian dari aparatur sipil Negara terahadap perundang-undnagan, 

undnag-undnag nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, 
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peraturan pemerintah nomor 53 tahun2010 tentang kedisipilinan pegawai 

negeri sipil harus ditingkatkan dengan cara diberikan acara khusus untuk 

mengetahui bagaimana kandungan didalamn 

b. Badan Kepegawaian Daerah  

1. Megeluarkan surat keputusan memang adalah salah satu cara untuk 

mengingatkan aparatur sipil Negara untuk tetap menajaga asas 

kenetralitasannya, namun sifatnya tidklah menyeluruh, alangkah baiknya 

sosialisai itu dilakukan secara langsung kelapangan untuk mengingtkan, 

karena surat keputusan tidaklah semua aparatur sipil Negara membacanya. 

2. Penjatuhan sanksi, harus lebih ditekankan lagi. Dalam artian sanksi yang 

diberikan tidak hanya sanksi disiplin saja seperti teguran tertulis tapi 

sanksi penundaan haruslah berkala agar mampu memberikan efek jera 

terhadap oknum ASN yang melanggar kedisiplinan pegawai, karena 

keslahan seperti ini kerap kali terjadi setiap kali momentum politik, sebab 

ASN di kabupaten bima selalu secara terbuk memberikan dukungn 

terhadap pasangan calonnya yang didukung. 
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Foto: wawancara dengan sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai 

 

 

 

 

 

 

Foto: penyambutan Bupati dan penunjukan simol dukungan kepada calon 

incumbent oleh pegawai puskesmas kecematan bolo 
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